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. Bllateral relation beMeen L‘Wc:» states creafes a new prob/em under fnternaﬂona/ re/aﬂon ﬁequenf/y

- Neither Indonesia nor Malaysia can avoid this situation.” Relation between Indonesia and Ma/aysxa,

- which has position under-same:region, has reached a vex}/ fuctuate condition. Nevertheless both of
these is origin from one neighbourfiood, one race, one region, would not stop their long-ive”confiict.
: Those many conflicts did not bother those two states only, but also their civilian and create some
| moral hostility between their citizen. The decades of diplomatic relation is not making a guaraniee to
create a stable and Auent-condition. In fact.even for the latest decade the relation between these, hias
-been attacked and dash with comp//cafed ssues that can make their relation get worst. Confrontation
in 60% of Indonesia and Malaysia became an-introduction of primary matter that will connect with
others. The Sequel part’is continued by Sipadan-Ligitan Case and Ambalat until the recemt Rasa
Sayange’ dispute. The simpler issues but will be the significant one is Indonesian blue-collar workers
(TKI) who did not treat properly by Malaysia government will be the primary subject of this writing.
Under infernational law, state responsibilily which has a major subject of study, .as the important part
o breakdown to sofve tf?ose issues concerning TKI dispute. Anyhow, state responsibility under inter-
national law is one of interesting study thch /5 have c/ose connecfmn ﬁrom mora/fm mfegm‘y fden—.
Ly, personabzy and the faw.itself L e . L _

K_e y_word.s. Sfate Respons;b/!fq; [nz_‘ernaf/ona/ ;_’__a'W.

ABSTRAKST

Dalam Hubungan Internasional, hubungan bilateral antar dua negara kerap kali melahirkan masalah.
Situasi seperti ini juga tidak dapat dihindari antar dua negara yang hertetangga seperti Indonesia dan
Malaysia yang selalu mengalami masa pasang surut. Waktu puluhan tahun jalinan hubungan diplomatik
tidak menjamin hubungan tetap stabil dan lancar, Konflik-konflik yang terjadi diantara kedua negara
ini tidak hanya mengganggu hubungan tetapi menciptakan permusuhan moral antar penduduk di kedua
negara, Bahkan dalam dekade terakhir, kedua negara sering teriibat isu-isu yang pelik dan menjadikan
hubungan keduanya mencapai titik terendah. Dimulai dari konfrontasi pada tahun 60-an berlanjut pada
kasus Sipadan-Ligitan dan Ambalat hingga kasus lagu Rasa Sayange. Kasus-kasus kecil yang sering
terjadi seperti kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKE) vang tidak diperlakukan semestinya ¢leh Malaysia

telah menjadi masalah yang signitikan. Waiau bagaimanapun juga, pertanggungjawanan negara telan
menjadi kajian penting dalam hukum internasional dalam menyikapi permasalahan ini karena pertanggung
Jawaban negara berkaitan dengan hukum, moral dan kepribadian suatu bangsa.

Kata kunci: Pertanggungiawaban negara, Hukum Internasional.
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dekat ASEAN d;mana sebaga1 organssasa re
. g:onai As;a Tenggara merupakan suatu wadah -
untuk men}alm hubungan antara negara-_ﬂ._;'_'._z
anggotanya, tetaplterkadangASEAN pun beium'_-"'

PENDAHULUAN .

mampu - memecahkan masalah masalah yang

- _te:jadlterhadap negara anggota Bahkan kerap_ :
' kall ASEAN pun Iemah dalam mencegah dan_";
_-mengatas: berbagal konflik yang cukup peltk' '
__yang telgadl antar negara anggota - .y
' Indone5ta sebaga1 negara anggota
pendln (founcﬂng-fathersrate) bersama Malay— N
sia, merupakan salah satu Kkekuatan utama”-.__---

ASEAN Nitai- -nilai Iuhur yang terkandung dalam

Bang/(ok Deu:‘favra:-z“m::1 dinilai-belum cukup kuat g
mencegah negara dalam meiakukan peiangm =

garan terhadap - negara lain. PBB sebaga:
organisasi dunia pun dinilai kurang berperan
terhadap masalah-masalah yang terjadi.
Mungkin dengan berkaca pada Soekarno-
Macapagal Doctring® masalah-masalah yang
terjadi dapat dicegah tanpa terialu banyak
intervensi pihak luar. Hal ini juga disetujui oleh
Sekjen PBB Ban Ki-moon yang mengacy pada
doktrin serupa terhadap kasus yang terjadi d|
Myanmar baru-baru ini.

- ‘Malaysia, sebagai negara tetangga dan

diantara keduanya. Pasca Konfrontasi Indonesia.
hadap MalaySIa pada awal 1960~ an sengketa

masalah masalah lain, yang mungkin berskala

lebih kecil, tetapl tetap tldak bisa di kesampmgkan N _
“Dimulai dari kasus Klaim Blok Ambalat, Kasus TKI -

Nirmala Benat, Ceriyati dan Sulis, pemukulan_-:: '

_ wasat asai Indones;a di Maansra dan mencapa;__.
= puncaknya pada pembajakan lagu rakyat Rasaf
" Sayange® oleh pemer_mt_ah Malaysia, Belum I_a_gs:'
- kasus yang cukup mengejutkan dimana istri Atase -

- Pendidikan KBRI di Malia'ys_ia _diperiaku_kan_ka_s’é__rf '
. “dan dilecehkan oleh anggota RELA.® Tronisnya

lagi, kasus-kasus diatas kecuali Ambalat dan -
Nirmala Bonat, terjadi pada kurun waktu 2007..

~Hat ini telah membuat geram masyarakat I_nd_o.-_

nesia dan kembali mengingat lagi slogari'poﬁt_i_k_
yang bepuluh tahun terlupakan yaitu ‘Ganyang .
Malaysia'? Dengan frekuensi kejadian yang begitu
tinggi yang terjadi antera Indenesia dan Maiay—
sia, tidak mustahil akan membawa sinisme dan
sensitifisme antar rakyat keduz negara. Sakitnya
lagi sinisme tadi 'cukup ferbukti dengan istilah
baru yang kerap kali dilontarkan oleh masyarakat
Malaysia yang menyebut orang Indenesia dengan -
sebutan Zndon‘yang seakan-akan merendahkan
masyarakat Indonesia.’

sertmpuTdaT ndonesia foga dapat dikataian
juga memptunyai ‘serimpun’ persoalan. Bahkan
hubungan kedua negara ini teramat fluktuatif
sehingga sulit menjaga kestabilan potitik

Sebenartva-apa-yatyg-terjadi tarara—
kedua negara terkadang bukanlah masalah-
maszlah vang teramat pelik dan krusial, tetapi
karena pemerintah Malaysia vang kerap kali tidak
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ia d_eng"__n Malaysna seakan tidak pernah:_'f;_?._ o
elalu mfbul--:masalah ‘masalah
baru d;a'ntara keduanya Dimulai dari kasus =~
'-"..S‘fpadan Lfgu‘an yang sempat dabawa ke'::f_._

' __'Mahkamah Internasional, berlanjut kepada_"-_'




- .':'_-_terjacéu bahk'

RS _.:3_i<edua '."egai’a bertambah rumit dan ‘panas.

o ni'é’fa's'abéf'ta ﬁgguhg' ja'wab"ai'és'tﬂ"sﬁdtéﬁ yahg":_ S
'c:enderung membiarkan: hal o

\gi, terbukt: membuat sntua

+ Sejarah 'Sin'g'kiaz Konfiikdan
o _:_-_.:.':KgﬂfrontaSl IndOHESiE dengan
“Malaysia SRR -

“~Berawal dart Presrden Soekamo pada era -
1960 -an terutama pada saat: pembebasan Irian -

Ba_rat m__anjadl Wl_la_yah Indonesia, " S_oe_karno

mulai melancarkan aksi anti-colonialism sebagai’
suatu hal yang dikutuk dan ditentang olehnya.”"

Terlebih lagi ‘hujatan yang sangat keras"dari

Presiden Soekarno .tentang Malaysia sebagai-

British Neo Colonialism Projec dianggapnya
méruba[{an' peftehtangan dari tujuan dan politik
luar ‘negeri Indonesia sebagaimana yang
tercantum dalam UUD 1945.° Terlebih tagi
sewaktu Soekarno menyatakan pertentangan-
nyé dengan pblitik luar negeri dunia-dunia barat
yang dinilai masih menganut kolonialisme,
Ma'_laysia sebetulnya tidak pernah menentang
ataﬂgiu:n berkonfrontasi® dengan Indonesia,
tapi dengan mengdacu pada doktrin Soekarno
i:ehtang politik fuar negeri yvang politik bebas
vakni “we are neutral, but we are not sitting on
the fence™, Indonesia merasa perlu untuk
‘merecoki’ pembentukan federasi Malaysia yang
dianggapnya sebagai kolonialisme Inggris versi
Asia,*® Meskipun demikian, para ahli ber-

PreSIden Repubhk Indonesxa Sepeﬁ:l dtantara»_ R
'_ - nya yang dlterangkan oleh Dewz Fcrtuna Anwar R
o led him to launch s’ con-3 R
i fmnfafron aga/nsi the wesf and in pamcu-'-_ R
S ":‘.::' lar agamsf the new Ma/a}fan Federaﬁon, oo
o thch he cons;dered to be a plot io. enarc/e'-' '

"Sukamos view Jeq

““Indonesia... There is o doubt that Sukarno’s
- anticolonialism was genuing, but clearly he
 used the struggle against an external en-
“emy.as ayallying point to unite the ,‘bo/ar—
ized national e//tes f‘o keep himself in
-=power : - -

- Konfrentasi terhadap Malaysia bermula
pada pémerintah Inogris ‘secara“sepihak
memberikan: wilayah -Singapura, Sabah,
Sarawak kepada Malaysia sesaat setelah Indo-
nesia melakukan ekspansi terhadap Irian Barat
dan pada Desember 1962 rakyat Brunei
melakukan pemberontakan terhadap Malaysia
setelah 18 Bulan Perdana Menteri Malaysia,
Tunku Abdul Rahman, menyatakan proposal
penggabungan Malaysia. Meski sebelumnya,
pada 20 Nopember 1961 Indonesia melalui
Menlu Soebandrio menerangkan dihadapan
Majelis Umum PBB tidak keberatan atas
penggabungan Malaysia, tetapi nyatanya pada
akhir tahun 1962 terjadi rnanuver politik secara
signifikan dan Indonesia tidak akan bersikap
masa bodoh terhadap penggabungan ini dan
mengindikasikan bahwa Malaysia akan ber-

pEnUEpatT TanwWa TR OaRET Vang - angkuiar
Soekarno ini selain bertujuan untuk membuat
wilayah kesatuan negara yang lebih besar lalu
iuga menguatkan posisi politik dirinya sebagai

Gab UMY BEngan SEATO {Palta PertanaranAsia
Tenggara).®

Segera setelah kejadian ini, Indonasia
mengeluarkan sikap resmi pada 8 Desember
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o 1962 menyatakan‘Ganyang Ma?aysna bersamaan- o
i.‘.dengan teljaf:%:nya sebuah gerakan dibawah A M .': : '
o _--ZAzaharn melancarkan ‘suatu. pembemntakan dioo
i _._"-'-Brunet dengan tu;uan membentuk sebuah negara
LA '-'1.}-_-Ka[rmantan Utara yang mardeka Indonesza atas -

= Soekamo dalam tempo 48 Jam menyatakan
L smpatmya terhadap kaum pemberontak ke

Pada tangga[ inilah Indonesna resmi me!akukan
suatu. konfrontas: terhadap, MalaySIa dan Indo-
nesia: muial menempatkan pasukannya untuk
berjaga-jaga di Kalimantan Utara.¥7 - - -

Setelah terjadi konfrontasi ini, negara-
negara tetangga seperii Filipina dan Thailand
berusaha. mengambil langkah dipiomatik
dengan.cara mengadakan pertemuan intensif
sehingga melahirkan Manila Declaration dan
Manila Accord pada tahun 1963 yang pada
intinya mengikut sertakan PBB dalam masalah
ini dan mengadakan jajak pendapat di
Kalimantan Utara untuk menentukan staius
rakyat mereka dan memecahkan persoalan
dengan jalan damai.'® Tetapi Malaysia seakan
tetap tidak menggubris dan tetap teguh pada
pendiriannya, hingga akhirnya berujung pada
konfrontasi diplomatik dan pemutusan ke-
anggotaan Indonesia di PBB secara resmi pada
tanggal 7 Januar 1965.%°

Indonesia dan Malaysia Memasuld
Babal Baru Hubungan
Seiring dengan bergantinya kekuasaan

keb;;akan terhadap Malayssa yaxtu konfrontasn-_{_' -
damat yang mengunjung tmggz nght to selfdle- _
: jfermfnatfon terhadap masyarakat Kahmantan‘j;“.-
- Utara? Sekitar tahun 1967 pada era ‘berganti-
e _-'nya pernimpin dari Soekarno menjadi Soeharto,_-_

o Konfrontas: melawan Malaysna meredam dengan o

pesat, apalagl ketika ‘pada penandatangan :
deklarasi Bangkok untuk pendirian .ASEAN,
seakan-akan tidak ada kasus konfrontast yang
pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia:2! -

:-Dibawah Soeharto, hubungan Indonesia- '
dengan Mataysia menjadi lebih baik dan nyaman -
dengan banyak kerjasama terjadi diantara
keduanya dan. sama-sama .membawa ASEAN
sebagai tonggak organisasi yang mewadahi Asia -
Tenggara. Hampir tidek ada kasus berarti, selain
Sipadan-Ligitan, hingga pada awal abad ke 21,
yaitu ketika angka TKI mengingkat drastis
terhadap Malaysia. Terjadi masalah-masalah
kecil yang terlalu sering teriadi terhadap TKI .
sehingga kembali memanaskan situasi antara
kedua negara. Teriebih lagi pada saat kasus
Nirmala Bonat dan Ceriyali mencuat. Atmosfir
kebencian masyarakat Indonesia terhadap Ma-.
taysia kembali hadir seperti di era 1960-an.
Memang masalah ini tidak sepelik dan sekrusial
konfrontasi terdahulu, tetapi apabila dibiarkan
begitu saja buken tidak mungkin akan terjadi
konfrontasi seperti dulu.

I PEMBAHASAN

dhmanea-Jendrat-Soetarto-dianygkat-rmeniad
Jendral ‘super power’ menggantikan Ahmad
Yani, angin politik berubah drastis. Soeharto
bersama Meniu baru vaitu Adarn Malik merubah

tengkairbangiahrPen
Konfrontasi antara Indonesia dan Malay-
sia banyak dinilai pengamat politik sebagai suatu
cara diplomasi modern versi Soekarno untuk

b&aidﬂl
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_ 'f_'.mencegah undakan koioma[ dari pmak Mataysna 2. o
:-_Seb' tulnya konfrontaSI yang dllakukan Soekarno
*atas nama 'Indonessa_ bukan untu__ menentang o
" ”'-.-"rakyat _Ma[aysua"' maupun Singaplira __Sabah T
SE _'___--__runer Ta hanya'_-menetang

B tmdakan yaﬂg dllakukan o§ehTunku Abdul Rahman S

- ._sebagal perdana menten, dengan keb13akannya o

' -.yang dlanggap mengusung kolontahsme mod—
_ em 3 Sebagalmana yaﬂg terkutsp daIam pfdato
: Soekamo yakm B R
n "We are oﬁ‘en rold co/on/aﬁsm 75 dead “Let
£ ﬁ_ Ls nor be decef Ved or even shout@d by thaz“
er say to you: co/omaﬁsm 5 not-dead. How
“can we say It is dead so /ong as vast areas
" of Asia and Am(:a are unfree. And, T beg: of
“you, do not .fh/nk.colan/aﬁsm only in the
= classic form.. Co/oﬁfa/fsm ‘has also jts mod-
“ern dréss, in‘the form economic contro),
*intellectual control,-actual physical control
" iby a small but a/fen communft}/ within .a
-""naf/on 4 - : ' '

“Terhadap hubungan antara dua negara
yané'fiuktu:atiﬂ langkah yang paling tepat dalam
mengatasi masalah-masalah yang sedang
dihadapi vaitu dengan kepala dingin dan tetap
mengusung prinsip peaceful dispute settlernent
guné mencegah keadaan yang lebih parah lagi.
Memang bagi negara korban, sangat sulit
menerima penduduknya vang dilakukan
semena-mena oleh negara lain, tetapi harus

'-:yang berharg'""dar;

-:-g__sep_

: __cian sapadan hgltan harus dl[upakan dan tldak;:' S
: ':-perlu dlungklt Iagl 'Y"_ng terpentmg yakm dalam'_:_ S
* kedua kasus tersebut kita_menda;aat pelajaran L
alaysia 'Masalah baru
_TKI pemukuian Wasm Iagu_,.Rasa_"_- e
- Sayange dan pelecehan terhadap diplomat In-: R

' done51a merupakan masa]ah yang harus tetap

mfokuskan e e
Harus ada Iangkah iangkah dara negara

'-ketlga terutama negara ASEAN - untuk men-

dmgmkan suas_ana_ dan me_ncar; pemecah_an dari
ke_ada_ah ‘kedua negara sebagaimana yang
pernah dilakukan oleh Filiphina sebagai mediasi
terhadap konrontasi Indonesia terhadap Malay--
siai3 ' Dengan adanya mediasi dari negara
kawasan-dinilai .akan lebih bernilai dan
d[perhatlkan kedua negara daripada negara luar
kawasan atau bahkan PBB turut campur
sekalipun. Dengan ‘mengacu pada Soekarno-
Macapagal Doctring tentang konsep masalah,
maka sudah seharusnya negara-negara ASEAN-
lah yang berusaha melakukan pemulihan
hubungan kedua negara. =

“Hubungan antara kedua negara memang
bisa dipulinkan atau diperbaiki karena hubungan
internasional erat kaitannya dengan politik,
namun hukum tetap berlaku tanpa pandang
bulu. Kesalahan-kesalahan negara (Iniemation-
ally Wrongful Acts) berdasarkan hukum
internasional memiliki kompensasi tersendiri.
Dalam hukum, kesalahan selalu disebakan 2

afifgatseralragrdemimencapartuiuan
perdamaian dan keamanan kawasan, maka cara
damaj herus tetap diusung.

ECaT s U yaittrarstrkesengaiaanPoltis)
dan unsur kealpaan/kelalaian (Cufpa) dan
kesalahan selalu berujung pada kompensasi

Masalah-masalah lalu seperti konfrontasi vang terangkai dalam suatu tanggung jawab
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hukum deakan ttndakan yang. d;lakukan_ :

- Maiaysm baru baru ini. yang notabene ter;adnz
'beruiang u!ang ka!; dapat dnanggap sudahf-
B meianggar atau: palmg t|dak melaialkan-” _

' -'kewajsbannya terhadap warga negara Indo—-' S

' E‘IESIa

Pengaturan Tanggung Jawab
Megara .. -'da§am -~ Hukum

Internasional - B B —

Tanggung Jawab merupakan suatu
subjek yang :sangat luas dalam hukum
internasional. ‘Dalam masalah ini, vang lebih
ditekankan terhadap hubungan dua negara dan
konsep perlindungan terhadap warga negara
asing ‘(aliens) merupakan hal yang cukup
penting tetapi pada kenyataannya tanggung
jawab ini sering diabaikan oleh negara-negara
tak terkecuali Malaysia. Kita akan melihat
pengatwran terhadap konfiik antara Indonesia
dan Malaysia secara menyeluruh dari sudut
pandang hukum internasicnal sebagai /ex gen-
eralisdan /ex superiordahulu, baru selaniutnya
akan menyempit kedalam aturan-aturan re-
gional, bitateral, hingga berujung pada
pengaturan nasional.

Masalah TKI disadari memang bukan
salah pemerintah Malaysia sepenuhnya karena
yang melakukan bukan berdasarkan kebijakan
pemerintah tetapi lebih kedalam faktor
masyarakat Malaysia yang cenderung berbuat

Masa]ah kriminalitas -di Malays:a diakui..

_ .' ._.ofeh Anwar Ibrah;m -yang: menyatakan bahwa"_-
S _'demokrasx di: Malaysra lebih buru!\ darlpada.'
o Indonesxa dan memang kadar kr:mlnahtas
--Malaysra menmgka‘t drastis. Tahun 2007 inic
' dlakumya merugaakan tmk terhuruk perlakuan”

TKI vang -nantinya mampu meretakan hu—
bungan kedua negara.®® = . - - : -

- Terkait dengan kebijekan dan periakuan
Malayssa terhadap TKI dalam hukum interna-
sional masuk kedalam tatanan Diplomatic and
Consular law dan Responsibility Law, Negara
harus selalu melindungi warga negara asing
(afiens) dalam rangka kompensasi menerima
masuk warga asing ke dalam witayahnya dan
apabila negara lalai melakukan kewajibannya
ini, maka dianggap sebagai suatu breaches of
fnternational faw¥ Meski suatu negara tidak
ada kewajiban menerima affiens dalam suatu
teritorialnya, tetapi ketika mereka menerima-
nya, maka merela harus melakukan tindakan
protektifterhadapnya.® Dalam hukum interna-
sional suatu negara bertanggung iawab atas
secala tindakan kesalahan dan kejahatan
terhadap orang asing di negaranya sebagai
suatu kaidah bentuk kewajiban negara terhadap
penduduk sipil.?®

Pada dasarnya crang asing (dalam kasus
ini TKI) berhak mendapat perlakuan standard
(standard trealtment) layaknya pula warga sipil
suatu negara,® apabila orang asing ini merasa

frfminal-teriaday-TRI - tetgphdatar ok
internasional, semuanya dikembalikan lagi
kepada negara. Harus tefap ada responsibifity
dan fiability compensation terhadap kejadian ini.

tdakcpuastertadap perakaanmyakarenatidak
sesual dengan standard treatment maka
biasanya orang asing ini akan meminta bantuan
diplomatik dari negara asal ataupun kantor

76 GLOREA JURIS, Volume 8, Nomer 1, Januarn - Aprit 2008 771 - 80




i _:; kedutaan Hegaranya 3 Dasar hukum laxnnya yang

' :'_"mengatur standard. treafmentlaéah Declaration.
onthe Human R/ghts offna&wduafs Who are not:'_‘ o

__ _Naflbnals of fhe Caunffy in thcﬁ Thay/_fve pada : :
- ..tahun 1985 2 Da}am Deklaras; ini menyebutkan =

R "'-;:_apa saja’ hak hak warga ‘asing dan. apa: saja
' "-._kewajzban negara penertma terhadap warga

'.asmg tersebut sepertt diantaranya yang
-'tergambar dari pasai 5 dan 8 tentang hak-hak
lwarga asing disuatu: negara dan pasal 6 teni:ang
-gaelarangan melakukan penyiksaan terhadap
'oranga51ng _ ST L

Pengaruh Ca/vo Doctrine® dan Loca/
ﬁ_a_en_7f.='c;’/e_-;34 dinflai sebagai tatanan hukum acara
' _inte_ma_siona[ .-'yan_g. penting-terhadap. per-
lindungan .orang asing. Kedua' prinsip .dinilai
sebagai bentuk -penghargaan -dari hukum
internasional ‘atas. kewenangan pengaditan
nasional -suatu negara. : Dikarenakan negara
orang asing tersebut tidak berhak member-
lakukan peraturan-peraturan negaranya, maka
ditempuhiah suatu Yocas/ remedies” sebagai
suatu upaya hukum atas cederanya orang asing,
karena dinilai negara dimana orang asing itu
berasal tidak mempunyai kedaulatan dan
yurisdiksi atas wilayah negara lain berdasarkan
hukurn internasional dan adagium par in parem
non habet imperiun?®, Dalam hal TKI yang
terluka, Indonesia tidak dapat begitu saja
menarapkan hukumnya karena TKI itu berada
dalam yurisdiksi pengadilan Malaysia,®

: perhndungan yang sama daldm hukum nasmnal SRS
-.f}-suatu negara Bezdasarkan doktrm dalam
ahukum mternaszonai bahwa apablla suatu o '_

.':i_ﬂegara mencederal orang as;ng maka sama
"__--'_saJa dengan mencederaa-negara orang tersebu%:
”.berasal a7 w0 o

Beran}ak pada pengatwan dl ASEAN

-kedua negara balk Indone51a harus me ihat ]eb[h
':iaruui: dalam menjaga hubungan dlpfcmatik
~ kedua. negara. Sehagal-sama-sama_anggota
'-ASEAN keduanya terutama Malaysia - harus

men}unjung tinggi nilat stabilitas. keamanan
sesama negara  ASEAN sebagaimana yang
tertuang dalam Dekiarasi ASEAN. gaasal 2 dan
ASEAN Vision.- ETEREPET

- Mengenai pengaturan perburuhan
khususnya bagi para TKI, sebetulnya Malaysia
pun mempunyai aturan-aturan yang juga
mengatur tentang buruh asing yaitu Employ-
ment Acts 1955 dan Employees’ Social Secu-
rity Acts 1969 Terlepas dari semua aturan
perburuhan di Malaysia, Malaysia sebagai
negara juga harus menghormati Konvensi
tentang Perlindungan Hak Sermua Buruh Migran
dan Anggota Keluarganya 1990 yang ditetapkan
oleh resolusi majelis umum PBB.*

oL KESIMPULAN

Tanggung jawab suatu negara dalam
hukum internasional memang merupakan salah
satu hal vang sulit dibuktikan karena kurangnya

Sepertijuges-yang-tercantum-datan
Montevideo Convention 1933 on Rights and
Dutles of States pada pasal 9 yang menyatakan
bahwa orang asing mempunyai kedudukan dan

orakkiedi-peradilan-internasienak-serta-adanya
pengaruh politik yang begitu kuat. Hal inflah
vang menjadi salah satu foop-hofe dalam hukum

internasional dewasa ini. Sebelum suatu negasa
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: '-"_membayar kompensasn atas kesaiahan

o -_:'_.mternasmnai (Intematfona//y Wrongfu/ Aa‘s)_'-.:

_ -melanggar kaldah kaidah yang ‘ada pada JLC
Draft on Staie Responsibility-pada pasai 1.dan
'khususnya pada pasal 2. Berdasarkan pasal 1,
segala tindakan . kesalahan . antemassona% oleh
negara akan mengakibatkan adanya tanggung
jawab ‘negara. Sedangkan pada pasal 2
menjelaskan tentang unsur-unsur-Jnternation-
ally Wrongfuf Acts yaitu: : .
“There is an internationally wrongful act of
a State when conduct consisting of an ac-
tion or-omission: Y. 7 f
(a) Is attributable to the State under. :nterna~
tional law; and o
(b) Constitutes a breach of an international
obligation of the State”

Bilamana Malaysia melalaikan atau
melanggar kewajibannya sebagai negara, maka
dapat ditarik kesimpulan dia meiakukan Inter-
nationally Wrongful Acts. Hal ini sejalan dengan
doktrin zhli hukum Internasional, J.L. Brierly
yang menvebutkan bahwa tanggung jawab
negara merupakan suatu kewajiban dan begitu
pula sebaliknya.

Selain itu Mataysia yang tidak bersikap
tanggung jawab terhadap para TKI di negaranya

o _;dmrlasjuga teiah mefanggar pasal 31 JZ/,CDrafi“
won: State Res,oonsrbz//z’y drmana menyata kan
:._'/us)dan Kelaia:an (Cuﬁoa)mempunyal peranan
- yang penting 4(} - L .. S : .'
g “Malaysia, sebagaz negara jelas telah

Th@ ;espons;b/e Sfafe /5 una’er an: ob// :

s f gaffan fo make fu// reparaffon for fhe lﬂ]Ul}/

s causea’ by the miematfona/,{;/ Wrongfu/ act, .
2. Injury includes any damage, whether ma-
‘+terdal or. moral, caused by the mLernatz_on_-

© ally wrongful.act of a State.” '_ _
Indonesia yang 'sekarang ini menempati
posisi dewankeamanan PBB tidak tetap, ha'rue",_
bersikap lebth bijak dan tetap mengedepankan
peaceful settfement dan good office terhadap
masalah ini. Cara yang terbaik untuk menang-
gulangi masalah tersebut yaitu tetap menge—' :
dapankan langkah-langkah diplomatik dengan
suatu harapan demi-harmonisnya hubungan
kedua negara apalagi pada tahun 2008, Indo-
nesia diangkat menjadi Presiden Dewan
Keamanan PBB. Jadi fungsi Indonesia sebagai
presiden Dewan Keamanan akan mempunyai 2
arah terhadap masalah dengan Malaysia, arah
yang pertama tentu saja secara politik Indone-
sia mempunyai 'kekuatan’ untuk memaksakan
Malaysia melakukan kewajibannya sebagai
negara dan arah yang kedua yaitu tetap
mengusung perdamaian dengan peacefif settle-
ment sebagai amanzh dari PBB dan menjadi
teladan bagi negara-negara lain di dunia.<
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Y -:;;:DeklaraSI Bangkok merupakan Deklaras: pendman.ASEAN yang dztandatangan; S negara ya;tu

T -":{EIndonesm Malaysra Thalland Smgapura, _dan Fil;phma i Bangkok 8. Agustus 3967
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